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Abstrak
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah pesisir yang luas
dan kaya akan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya, kawasan
sempadan pantai yang seharusnya dilindungi sering disalahgunakan
untuk kepentingan usaha, seperti pembangunan tambak udang, hotel,
dan resort yang tidak sesuai aturan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah terhadap kegiatan di
kawasan sempadan pantai serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang
melanggar aturan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi
kasus. Berdasarkan pembahasan, ditemukan lima kasus pelanggaran zona
sempadan pantai di berbagai daerah seperti Jember, Labuan Bajo,
Sumatera Timur, Berau, dan Takalar. Pelanggaran tersebut menyebabkan
kerusakan lingkungan pesisir, hilangnya mata pencaharian masyarakat,
serta terganggunya ekosistem laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengawasan pemerintah masih lemah, dan sebagian besar pelaku usaha
belum dikenai sanksi tegas meskipun aturan telah jelas diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta PP Nomor 13 Tahun 2017.
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Penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran masyarakat
diperlukan agar fungsi sempadan pantai sebagai kawasan lindung dapat
terjaga serta mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi
dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : Sempadan Pantai, Pengawasan, UU No. 1 Tahun 2014.

Abstract

Indonesia, as an archipelagic country, has a vast coastal area rich in natural
resources. However, in practice, coastal areas that should be protected are often
misused for business interests, such as the construction of shrimp farms, hotels,
and resorts that do not comply with regulations. This study aims to determine
how the government supervises activities in coastal areas and the legal
consequences for businesses that violate these regulations. The method used is
normative juridical research with a legislative approach and case studies. Based
on the discussion, five cases of coastal zone violations were found in various
regions such as Jember, Labuan Bajo, East Sumatra, Berau, and Takalar. These
violations caused damage to the coastal environment, loss of livelihoods for the
community, and disruption of the marine ecosystem. The results of the study show
that government supervision is still weak, and most businesses have not been
subject to strict sanctions even though the regulations are clearly stipulated in
Law Number 1 of 2014 and Government Regulation Number 13 of 2017. Strict
law enforcement and increased public awareness are needed so that the function
of the coastal zone as a protected area can be maintained and encourage a balance
between economic development and environmental sustainability.

Keywords : Coastal Boundaries, Supervision, Law No. 1 of 2014

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim, mempunyai sekitar 17.001
pulau dan garis pantai yang sanagt panjang yaitu 108.000 km!. Oleh
karena itu, daerah pesisir indonesia sangat kaya akan sumber daya alam.

Biasanya, wilayah pesisir dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti

1 Igid admin, “17.001 Pulau di Indonesia, Tersebar di Mana Saja?”,
https:/ /indonesia.go.id/ mediapublik/detail /2080, diakses pada tanggal 21 February 2025.
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tempat wisata, kawasan konservasi, industri, atau kegiatan lain yang bisa
mendukung ekonomi masyarakat sekitar. Tapi, tidap jarang juga ada
pihak yang menyalahgunakan area pesisir itu, misalnya untuk budidaya
yang tidak sesuai aturan, bahkan sampai diprivatisasi dengan pihak
swasta. Padahal, pemanfaatan wilayah pesisir dan sempadan pantai
tersebut sudah ada aturannya di regulasi pemerintah, jadi seharusnya

tidak boleh sembarangan.?

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang
dimaksud dengan sempadan pantai adalah area daratan yang ada di
sepanjang tepi pantai. Lebar wilayah sempadan pantai disesuaikan
dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, tetapi minimal harus 100 meter
dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Fungsi utama wilayah sempadan
pantai untuk melindungi ekosistem pesisir agar tetap lestari, menjaga
sumber daya alam di sekitarnya, dan juga melindungi masyarakat pesisir

dari ancaman bencana alam seperti abrasi atau tsunami.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 dijelaskan
penentuan batas sempadan pantai menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah. Tetaapi, di lapangan sering muncul masalah, seperti konflik tanah
di area pesisir yang diakibatkan penataan ruang yang kurang maksimal.
Padahal di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (UUPR) Pasal 5 ayat 2 sudah dijelaskan jika penataan ruang dibagi
menjadi dua: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sempadan pantai
termasuk kawasan lindung setempat, artinya daerah yang harus dijaga

supaya lingkungan dan keanekaragaman hayatinya tetap terpelihara,

2 DetikBali, ”Daftar 11 Hotel Didenda Rp 34 Miliar karena Privatisasi Pantai di Labuan
Bajo”, https:/ /www.detik.com/bali/nusra/d-7033315/ daftar-11-hotel-didenda-rp-34-
miliar-karena-privatisasi-pantai-di-labuan-bajo, diakses pada tanggal 21 February 2025.
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sekaligus agar fungsinya sebagai pelindung alam tidak hilang.3

Sempadan pantai termasuk wilayah yang harus dilindungi, Pasal 5
ayat 2 Undang-Undang Penataan Ruang. Tetapi nyatanya, saat ini tidak
sedikit area sempadan pantai yang malah berubah fungsi menjadi tempat
kegiatan usaha atau bisnis. Adapun kasusnya yaitu di Jember, perusahaan
tambak udang yang sudah mempunyai izin usaha resmi, tetapi warga
sekitar mengeluh karena limbah dari tambak tidak diolah melalui instalasi
pengolahan air limbah (IPAL). Lokasi tambak tersebut ada di kawasan
sempadan pantai.* Di Labuan Bajo, pembangunan 11 hotel yang ternyata
melanggar aturan sempadan pantai. Karena itu, pemerintah daerah
akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan sanksi
administratif ke pihak pengelola hotel.> Di Pesisir Pantai Timur Sumatera,
daerah hutan mangrove dialihfungsikan menjadi tambak, kebun sawit,
dan lokasi pembangunan PLTU. Akibatnya, para nelayan kehilangan
banyak hasil tangkapan karena ekosistem laut rusak.® Di Kepulauan
Maratua, Kalimantan, pembangunan resort mewah yang berdiri di
kawasan sempadan pantai yang seharusnya menjadi zona perlindungan
penyu. Walaupun pengelola sudah mendapatkan izin untuk membangun

dermaga, tetapi mereka membangun kurang dari 100 meter dari bibir

3 Sundari, I. L. Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai
Ujong Blang Lhokseumawe. Locus Journal of Academic Literature Review, vol. 2, No. 2, 2023, h.
100.

4 Abdullah Gafur,”Cemari Pesisir Jember, Desakan Tutup Tambak Udang Menguat”,
http:/ /mongabay.co.id/2025/03 /23 / cemari-pesisir-aktivis-desak-setop-tambak-udang-di-
jember/, diakses pada tanggal 22 Juni 2025

5 Abba Ardy, “Denda bagi Pelanggar Sempadan Pantai Tidak Adil”,
http:/ /voxntt.com/2021/12/19/ denda-bagi-pelanggar-sempadan-pantai-tidak-
adil/83958/, diakses pada tanggal 22 Juni 2025

¢ Dewantoro, “Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Timur Sumut Hilang, Masa Depan
Laut Terancam (Bagian 1),
https:/ /medan.kompas.com/read /2023/09/12/174805678 / hutan-mangrove-di-pesisir-
pantai-timur-sumut-hilang-masa-depan-laut-terancam, diakses pada tanggal 22 Juni 2025.
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pantai, yang jelas melanggar batas sempadan.” Di Pantai Topejawa,
Sulawesi, dua bangunan wisata yang juga melanggar aturan sempadan
pantai. Pantai yang seharusnya menjadi ruang publik malah diprivatisasi,

jadi akses masyarakat ke pantai terbatas.?

Banyaknya permasalahan yang muncul di sekitar wilayah sempadan
pantai, fungsi utamanya yang seharusnya menjadi area konservasi atau
pendukung lingkungan malah sering disalahgunakan. Padahal, sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sempadan pantai itu
harusnya dijaga dan dimanfaatkan sesuai aturan. Tetapi kenyataannya,
masih banyak kegiatan ilegal yang membuat lingkungan pesisir menjadi

rusak.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan
Pantai, dijelaskan jika sempadan pantai adalah daratan di sepanjang tepi
pantai yang lebarnya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi pantainya,
tetapi minimal harus 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
mempunyai kewajiban untuk menetapkan batasan sempadan pantai
melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dengan demikian, terdapat dua pokok penting yang menjadi masalah dan
akan dilakukan pembahasan yaitu “bagaimana pengawasan pemerintah
terkait dengan kegiatan di kawasan sempadan pantai di Indonesia?” dan

“apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di

7 Abdul Jalil, “Dua Resort di Pulau Maratua Langgar Aturan Hingga Mengancam
Ekosistem Laut”, https:/ /www.liputan6.com/regional/read /4577022 /dua-resort-di-pulau-
maratua-langgar-aturan-hingga-mengancam-ekosistem-laut, diakses pada tanggal 22 Juni
2025.

8 Alief, “Dua Bangunan Wisata di Pantai Topejawa Takalar Langgar Sempadan Pantai”,
https:/ /rakyatsulsel.fajar.co.id /2023 /07 /16 / dua-bangunan-wisata-di-pantai-topejawa-
takalar-langgar-sempadan-pantai/, diakses pada tanggal 22 Juni 2025.
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kawasan sempadan pantai?”

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu yuridis
normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-
Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.” Pendekatan
kasus menggunakan 5 (lima) kasus yang telah diuraikan di atas. Dengan
bahan hukum primer yaitu undang-undang yang relevan dengan
penelitian ini, bahan hukum sekunder berisi jurnal, karya tulis ilmiah.

Bahan hukum tersier juga kami gunakan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bengen, wilayah pesisir pantai adalah tempat dimana
daratan bertemu dengan lautan. Terdapat dua jenis kawasan, yaitu
kawasan basah dan kawasan kering. Keduanya dipengaruhi oleh
fenomena laut, seperti pasang surut air laut, hembusan angin laut, sampai

masuknya air laut ke daratan atau yang biasa disebut intrusi air laut.10

Sempadan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir. Secara
umum, area sempadan pantai termasuk kategori kawasan lindung sesuai
Pasal 5 Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR). Kriteria sempadan
pantai adalah daratan di sepanjang tepi pantai yang lebarnya disesuaikan

dengan bentuk dan kondisi fisiknya, tetapi minimal harus 100 meter dari

? Muksalmina, Yustisi, N. ., Tasyukur, Joelman Subaidi, & Hamdani. (2025).

Inkonsistensi Penetapan Status Darurat Banjir Sumatera Bencana Konstitusional: Uiji

Indikator Status Darurat. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 6(4), 941-
956. https:/ /doi.org/10.33367/ijhass.v6i4.8829

10]. W. Putri et.al. Pesisir Dan Masyarakat Pesisir. (Bandung: Widina, 2023), h.21.
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titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan sempadan pantai di tiap
daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, diatur melalui

peraturan daerah (perda) masing-masing.!!

Menurut Sugandhy, ruang merupakan salah satu bentuk sumber
daya alam berwujud fisik dari lingkungan di sekitar yang dpaat dilihat
dari sisi geografis dan bentuknya, baik yang horizontal maupun vertikal.
Ruang mencakup daratan, lautan, hingga udara beserta segala isinya. Dari
sisi perencanaan tata ruang (planologis), ruang ini juga punya arti sebagai
tempat tinggal atau habitat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.1?

1. Pengawasan Pemerintah Terkait dengan Kegiatan di Kawasan

Sempadan Pantai di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan, artinya Indonesia
mempunyai banyak laut dan pantai. Laut dan pantai penting untuk
kehidupan masyarakat. Selain jalur pelayaran dan perdagangan, laut juga
dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan, yang pastinya menjadi
sumber penghasilan utama mereka. Laut juga mempunyai peran besar
sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, semuanya
terhubung lewat laut.3

Permasalahan penguasaan tanah di sekitar sempadan pantai sering
membuat konflik. Tanah di sempadan pantai secara hukum dikuasai oleh
negara, tetapi di sisi lain, masyarakat lokal juga banyak yang sudah

tinggal dan mengelola tanah tersebut dari dulu. Dengan demikian,

1 Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Ed. 1 (Jakarta:

Kencana, 2017), h. 235.

12Wahid, A. Y., & M. S. Pengantar Hukum Tata Ruang. (Jakarta: Prenada Media, 2016), h.

13 Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, dan Wismaningsih Hukum Laut Pengaturannya

Dalam Hukm Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia (Jawa Tengah: Universitas Jenderal
Soedirman, 2022), h. 1.
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muncul masalah tentang status tanahnya yang punya hak dan berwenang
atas tanah sempadan pantai itu.

Permasalahannya semakin rumit karena tanah sempadan pantai
yang dikelola masyarakat biasanya tidak mempunyai status hukum yang
jelas. Padahal, di aturan sudah dijelaskan jika zona sempadan pantai tidak
boleh dibangun fasilitas seperti bandara, tempat wisata pantai,
pelabuhan, atau PLTU.1* Aturan larangan ini sudah tertulis jelas di Pasal
100 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional. Jadi, jika masyarakat tetap membangun atau
mengelola tanpa izin resmi, otomatis dapat menimbulkan pelanggaran
hukum dan konflik dengan pihak pemerintah.>

Pantai pada dasarnya merupakan ruang publik yang seharusnya
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya,
banyak wilayah pantai yang kehilangan fungsinya akibat adanya
pembangunan bangunan megah di sepanjang garis pantai. Pembangunan
seperti hotel, resort, cottage, dan fasilitas wisata lainnya yang berdiri di
zona pesisir telah mengganggu keseimbangan ekosistem pantai dan
mengubah fungsi alaminya.

Kondisi tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan pesisir
yang semakin parah. Pantai yang semula dalam kondisi baik kini
mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan
aspek lingkungan. Dampaknya tidak hanya pada ekosistem, tetapi juga

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para

14 Indri Laras Sundari, “Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat
Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe,” Locus Journal of Academic Literature Review 2, no.
2(2023), h. 98.

15 Ibid, h. 99.
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nelayan. Ketika ekosistem pantai rusak, daerah tangkap ikan (fishing
ground) ikut hilang, sehingga para nelayan kesulitan memperoleh hasil
tangkapan dan pendapatan mereka menurun. Jika hal ini terus dibiarkan,
maka potensi peningkatan angka kemiskinan di wilayah pesisir akan
semakin besar.

Oleh karena itu, fenomena kerusakan pantai akibat pembangunan
yang tidak sesuai ketentuan perlu mendapat perhatian serius dari
pemerintah dan masyarakat. Penegakan aturan mengenai zona sempadan
pantai harus diterapkan secara tegas. Sempadan pantai harus dijadikan
sebagai zona konservasi yang berfungsi melindungi ekosistem pesisir
agar tetap lestari serta menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat di
sekitarnya.l®

Wilayah sempadan pantai termasuk ke dalam kawasan yang
memiliki status sebagai wilayah lindung. Ketentuan ini dijelaskan dalam
Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017,
yang menegaskan bahwa sempadan pantai merupakan bagian dari
kawasan yang wajib dilindungi. Sebagai zona yang telah mendapat
perlindungan hukum, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang Penataan Ruang (UUPR), wilayah sempadan pantai harus
senantiasa dijaga kelestariannya.

Perlindungan ini penting karena sempadan pantai memiliki fungsi
ekologis dan sosial yang vital, baik dalam menjaga keseimbangan
ekosistem pesisir maupun dalam melindungi masyarakat dari potensi
bencana alam seperti abrasi dan gelombang pasang. Dengan demikian,

pelaksanaan pengelolaan wilayah sempadan pantai harus berlandaskan

16 Syasya Indah Kurnia, Rani Prastyawati, Nur Mahda Arafah. “Kajian Normatif
Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Kawasan Sempadan Pantai Di Kabupaten Penajam
Paser Utara.” Jurnal Lex Suprema 2, no. 2 (2020). h. 311.
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prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang
berlaku.

Batasan pada zona sempadan pantai harus disusun dengan
memperhatikan dari sisi berbagai aspek sesuai dengan Pasal 100 ayat (1)
PP No. 13 Tahun 2017. Batasan sempadan pantai diatur dalam Pasal 1
angka (1) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas
sempadan pantai dimana wilayah kabupaten atau kota yang mempunyai
sempadan pantai wajib memberikan aturan tentang batasan tersebut.

Kasus pelanggaran sempadan pantai di Indonesia mencerminkan
lemahnya penegakan hukum terhadap tata kelola wilayah pesisir.
Terdapat beberapa kasus di berbagai daerah yang menunjukkan adanya
penyalahgunaan kawasan lindung sempadan pantai oleh pelaku usaha,
yang berakibat pada kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Kasus pertama terjadi di Kabupaten Jember, dimana dua perusahaan
tambak udang diketahui mendirikan usaha di wilayah yang termasuk
zona sempadan pantai. Meskipun memiliki izin usaha, kegiatan tersebut
menimbulkan pencemaran karena limbah tambak tidak diolah melalui
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Akibatnya, masyarakat sekitar
mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun kesehatan akibat
kualitas air dan lingkungan yang menurun. Pembangunan ini melanggar
sejumlah peraturan seperti Pasal 36 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 76 ayat (8)
Perda No. 1 Tahun 2015, serta Pasal 100 PP No. 13 Tahun 2017 tentang
Tata Ruang Wilayah Nasional. Selain itu, kegiatan ini bertentangan
dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (L) UU No. 1 Tahun 2014, yang
mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan
kelestarian lingkungan dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi

masyarakat.
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Kasus kedua ditemukan di Labuan Bajo, dimana pembangunan 11
hotel dilakukan di zona sempadan pantai yang jaraknya kurang dari 30
meter dari garis pasang tertinggi. Hal ini jelas melanggar Perda No. 11
Tahun 2021 dan PP No. 13 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa kawasan
sempadan pantai merupakan zona lindung yang tidak boleh dijadikan
lokasi pembangunan komersial. Akibatnya, akses masyarakat terhadap
sumber daya alam di wilayah pesisir menjadi terbatas karena tertutup
oleh bangunan hotel tersebut. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
akhirnya menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan SK Bupati No.
277/KEP/HK/2021, dengan besaran denda yang berbeda untuk masing-
masing pelaku usaha, bergantung pada jarak bangunan dari garis
sempadan pantai.

Selanjutnya, kasus ketiga terjadi di Pesisir Pantai Timur Sumatera, di
mana kawasan hutan mangrove dialihfungsikan menjadi area
perkebunan kelapa sawit, pertambakan, dan pembangunan PLTU.
Padahal, mangrove merupakan bagian dari kawasan hutan lindung
sebagaimana diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2013 dan Pasal 52 ayat (1)
huruf (a) PP No. 13 Tahun 2017. Perubahan fungsi kawasan ini
menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir, hilangnya habitat ikan, serta
menurunnya hasil tangkapan nelayan yang berdampak pada
meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Selain itu, tindakan
tersebut juga melanggar prinsip dalam UU No. 1 Tahun 2014, yang
menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan
untuk kemakmuran rakyat, bukan keuntungan pribadi.

Kasus keempat terjadi di Kepulauan Maratua, Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur, di mana dua resort mewah dibangun di kawasan

sempadan pantai dan hutan mangrove yang seharusnya berfungsi sebagai

194



JURNAL SULOH:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online  1693-7074 Print
Website: https://ojs.unimal.ac.id/suloh Volume 14, Nomor 1, April 2026 Page 184-201

zona perlindungan penyu dan terumbu karang. Walaupun pengelola
memiliki izin untuk pembangunan dermaga, izin tersebut diduga
disalahgunakan untuk mendirikan bangunan resort penginapan.
Pembangunan ini bertentangan dengan Perda No. 9 Tahun 2017, PP No.
51 Tahun 2016, serta Pasal 35 huruf (D), (E), (F), (G), dan (L) UU No. 1
Tahun 2014, yang menegaskan larangan pembangunan di wilayah yang
dapat merusak ekosistem laut. Akibatnya, habitat penyu dan mangrove
menjadi rusak, serta mengganggu fungsi ekologis pantai.

Kasus terakhir terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang
melibatkan pembangunan dua tempat wisata di zona sempadan pantai.
Aktivitas ini melanggar Perda No. 2 Tahun 2024 dan Perda Provinsi
Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022, karena sempadan pantai termasuk
dalam kawasan yang dilindungi. Selain itu, tindakan tersebut juga
bertentangan dengan Pasal 100 PP No. 13 Tahun 2017 dan Pasal 5 ayat (2)
UU No. 1 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa wilayah sempadan pantai
tidak boleh digunakan wuntuk kepentingan usaha yang dapat
menimbulkan kerusakan atau menghambat akses masyarakat terhadap
sumber daya alam.

Dari keseluruhan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pelanggaran terhadap aturan sempadan pantai tidak hanya menimbulkan
kerugian ekologis tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat pesisir. Maraknya pembangunan yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum memperlihatkan bahwa pengawasan pemerintah
daerah masih lemah dan penegakan hukum belum berjalan optimal. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas,
serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kawasan sempadan

pantai agar fungsi ekologis dan sosialnya tetap terpelihara.
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Adanya aturan yang mengatur tentang semapdan pantai merupakan
bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pemeintah dalam melindungi
sempadan pantai. Ketika ada pelanggaran, maka dikenakan sanksi
sebagai upaay preventif. Sanksi tersebut ada di dalam Undang-Undang
No 1 Tahun 2014 pasal 71 ayat (2), 73, 74, dan Pasal 76.

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan di

Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai termasuk area yang dilindungi, karena
punya peran penting untuk mencegah abrasi laut. Di kawasan ini tidak
boleh ada pembangunan apapun, kecuali bangunan yang fungsinya
berkaitan langsung dengan kegiatan laut dan tidak merusak lingkungan
pesisir. Biasanya, di zona ini juga banyak tumbuhan yang tumbuh alami
sehingga membantu menjaga kestabilan pantai.

Jika ada pihak yang melanggar aturan dan tetap membangun di
wilayah sempadan pantai, pemerintah bisa memberikansanksi.
Tujuannya memberikan efek jera dan orang-orang jadi lebih tertib dalam
memanfaatkan ruang sesuai aturan tata ruang yang berlaku. Jadi, sanksi
ini penting untuk mengontrol pemanfaatan kawasan agar tidak semena-
mena dan lingkungan tetap terjaga. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi
administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.?”

Terdapat lima kasus pelanggaran terhadap zona sempadan pantai di
Indonesia yang umumnya dilakukan oleh pelaku usaha melalui
pembangunan di kawasan yang seharusnya dilindungi. Kawasan
sempadan pantai memiliki fungsi vital sebagai pelindung dari abrasi dan

kawasan konservasi, sehingga segala bentuk pembangunan yang bersifat

7 Ni Putu Intan Noviyanthi Muliartha, Putu Edgar Tanaya “Penguatan Pengenaan

Sanksi Administratif Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pada Kawasan Sempadan
Pantai Di Bali,” Jurnal Kertha Semaya 11, no. 5 (2023), h. 2353.
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merusak lingkungan jelas dilarang oleh berbagai peraturan perundang-
undangan.

Kasus pertama terjadi di Kabupaten Jember, di mana dua
perusahaan tambak udang, PT Delta Guna Sukses dan Anugerah Tanjung
Gumukmas, melakukan kegiatan usaha di wilayah sempadan pantai
tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Limbah dari tambak tersebut
mencemari area pesisir dan menimbulkan keluhan dari masyarakat
sekitar. Aksi ini melanggar berbagai ketentuan, di antaranya Perda No. 1
Tahun 2015, Perda Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2023, PP No. 13
Tahun 2017, serta UU No. 1 Tahun 2014. Pemerintah berwenang
menjatuhkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian
kegiatan, hingga denda, dan sanksi pidana berupa penjara antara dua
sampai sepuluh tahun serta denda hingga sepuluh miliar rupiah.

Kasus kedua terjadi di Labuan Bajo, di mana sebelas bangunan hotel
didirikan di zona sempadan pantai yang seharusnya steril dari aktivitas
usaha. Akibat pelanggaran tersebut, Bupati Manggarai Barat menjatuhkan
sanksi  administratif =~ berdasarkan  Surat Keputusan @ Nomor
277/KEP/HK/2021, dengan total denda sebesar Rp34 miliar kepada para
pemilik hotel.

Kasus ketiga berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan mangrove
di pesisir timur Sumatera menjadi lahan usaha seperti perkebunan kelapa
sawit, tambak, dan PLTU. Penebangan mangrove untuk kepentingan
usaha ini menyebabkan rusaknya ekosistem pantai dan hilangnya mata
pencaharian nelayan setempat. Pelanggaran ini bertentangan dengan
Perda No. 9 Tahun 2013, PP No. 13 Tahun 2017, serta UU No. 1 Tahun
2014, dan termasuk tindakan yang dapat dijatuhi sanksi pidana penjara

hingga 10 tahun dan denda maksimal Rpl0 miliar, serta sanksi
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administratif berupa pencabutan izin dan penghentian kegiatan.

Kasus keempat terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di
mana dua resort mewah dibangun di kawasan konservasi pesisir yang
menjadi habitat terumbu karang dan mangrove. Meskipun pelaku usaha
memiliki izin, izin tersebut disalahgunakan dan berujung pada kerusakan
lingkungan. Pelanggaran ini melibatkan ketentuan dalam Perda No. 9
Tahun 2017, PP No. 13 Tahun 2017, serta UU No. 1 Tahun 2014.
Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan
izin, penutupan lokasi, atau penghentian kegiatan, serta sanksi pidana
berupa hukuman penjara dan denda sesuai peraturan yang berlaku.

Kasus kelima muncul di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di
mana dua bangunan wisata didirikan di area sempadan pantai untuk
kepentingan pribadi. Aksi ini melanggar ketentuan dalam Perda No. 2
Tahun 2024, Perda No. 3 Tahun 2022, serta PP No. 13 Tahun 2017 dan UU
No. 1 Tahun 2014. Pemerintah berhak menjatuhkan sanksi administratif
berupa peringatan, denda, atau penghentian kegiatan, dan sanksi pidana
berupa penjara serta denda terhadap pengurus dan korporasi, bahkan
hingga pencabutan izin usaha.

Secara keseluruhan, kelima kasus tersebut menggambarkan
lemahnya penegakan aturan terhadap kawasan sempadan pantai yang
seharusnya dilindungi. Aktivitas usaha yang tidak sesuai aturan tidak
hanya menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir, tetapi juga merugikan
masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar
pantai. Oleh karena itu, penerapan sanksi baik administratif maupun
pidana menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera dan menjaga

kelestarian kawasan pesisir di Indonesia.
D. PENUTUP
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Kesimpulan

1.

Pengawasan pemerintah tentang aktivitas di kawasan sempadan
pantai dibagi dua, yaitu Dbersifatpencegahan (preventif) dan
penindakan (represif). Upaya preventif dilakukan lewat
pembentukan aturan, misalnya dengan adanya UU Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil. Di tingkat daerah juga ada aturan lanjutan, yaitu Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang jadi
acuan untuk pengelolaan wilayah pesisir di tiap daerah. Sementara
itu, jika sudah terjadi pelanggaran, pemerintah dapat ambil
langkah represif, misalnya dengan memberikan sanksi
administratif, perdata, atau bahkan pidana untuk pelaku usaha
yang melanggar aturan di zona sempadan pantai.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan di kawasan sempadan
pantai, tentu ada akibat hukumnya vyaitu dikenai sanksi
administratif, perdata, atau pidana tergantung beratnya
pelanggaran. Dari lima kasus yang sudah dibahas sebelumnya,
semuanya bisa dijatuhi sanksi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2014.
Tetapi sejauh ini, baru satu kasus yang sudah kena sanksi, yaitu
kasus pembangunan 11 hotel di Labuan Bajo. Pelaku usaha dalam
kasus itu dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp34
miliar. Sementara empat kasus lainnya memang belum dijatuhi
sanksi, tetapi seharusnya pemerintah bisa memberikan sanksi
administratif atau bahkan pidana sesuai ketentuan hukum yang

berlaku.
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